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BUP ATIJ?1~MARANG 

SALINAN I 
PERATlffiAN BUPATI SEl\1ARANG . 

NOMOR 19' TAHUN 2012 

TEN'fANG 

PENJABARANTARGET KINER.TA PENERIMAAN 
RETRIBUSI DAERAH KADUPATF.N SEMARANG 

l)ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUP A Tl SEMARANG, 

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Daerah 
Kahupaten Semarang Nomor 8 T,ihun 2011 . tentang Retribusi Jasa 
Umum, Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 
2 Tahun 2012 tentang R.etribusi Jasa Usaha dan Pasal 57 ayat (l) 
Pemturan Daerah Kabu.pate.n Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Perijinan Tertentu disebutkan bahwa Insentif diberikan kepada 
Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi atas dasar pencapaian kinerja 
tertentu; _ 

b. bahwa kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah 
merµpakan · pencapaian . target penerimaan retribusi yang ditetapkan 
dalani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara 
triwulanan dalam Peraturan-Bupati; 

_ c. · bahwa agar capaian atas kinerja tertentu · sebagaimana climaksud dalam 
huruf a dapat dipertanggungjawabkan dan me1_niliki kepastian hukum 
maka perlu diatur capaian terhadap target kinerja dimaksud beserta tata 
cara pemberian; 

d.. bahwa berda.,;arkan pertimbangan scbagairnana dimaksud dalam huruf a 
huruf b clan humf c, ffiaka perlu ditetapkan dengan. Peraturim Bupati · · 
Semarang; 

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 

2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas :__ 
batas Wilayah Kota.praja Salatiga Dan Daerah · Swatantra Tingkat II 
Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 
118, Tambahan Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 1652); · 

3. • Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenda~araan Negara 
(Lembaran Negara R.epublik • Indonesia · Tahun 2004 · Nornor 5, 
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 · tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Leinbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lenibaran 
Negara Repu.blik Indonesia Nomor 4400); 

6.Undang ... ; ........ . 



I, 

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang·Petnerintahan Daerah 
. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomof 125, 
Tan1bahan Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Nomor 4437} 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahu11 2008 tent.nng Pembahan Kedua Atas Undang 
- Undang Nomor 32 Tahun · 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

· (Lembaran Negara Republik Indonesia . Tahun 2008 Nomor 59 
Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik lrldonesia Nomor 4844); ' 

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan: 
. Keuangan Antara Pemerintah Pusat · dan Pem.erintahan Daerah 
. (Lernbaran Negara Repul,lik llldonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); · 

8. · Undang-Undang Nomor 28 Tahun · 2009 · te11tang Pajak · Daerah clan 
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Ind,;mesia · Taht:,.n 2009 

· Nomor 130, Tambahan . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); · . . · · . . . ·• . . · • . . 

9. · Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan . Perundang - ·. Undangan (Lerilbaran · · Negara · Republik . 
Indonesia Tahw1 2011 Nomor. 82, Tainbahan -Lenibaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); · 

10 . .Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun. 1976 .tentang Perluasan 
Kot.amadya Daemh Tingkat II Semanmg (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1976 · Nomor 25, Tambahan _Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3079); · 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 :tentang Perubahan Ba:tas.:. . 
bat.as Wilayah Kotarnadya . Daerah Tingkat II Salatiga • Dan Kabupaten 
Daerah Tingkat JI Semarang (L,~mbaran •Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran: Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500); · · · 

12. Peraturan Pemcrintah . Nomor 58 · Tahun 2005 tentang · Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talmo 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578~ . . . 

13. Peraturan Pemerintah · Nomor 69 Tahun · 2010 tent'lilg Tati;t . Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan. Insentif Pemungutan Pajak Daeral1 dan 
Retri.busi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tarnbahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
5161); · 

14. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagain;lana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 20 l 1 tentang .Perubahan Kedua Atas -Peraturan Menteri. Dalam 
NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman .Pengelolaan:Keuangan 
Daerah; . 

15. Peratttran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahwi 2008 tentang . 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor -14, Tambahan • Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13); · . 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahuri 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran · Daerah · Kabupaten Semarang Nomor 16) 
sebagaimana tel ah diubah · dengan Peraturan . Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 2 Tahun 2011 . tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daeral1 Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Daerah Xabupatcn Semarang (Lembaran Daerah 
Kabupaten ·Semanmg Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2); 

17 .Peraturan Daerah ............ . 
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tvlenetapkan 

17. Peraturan Daerah Kabvpaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Ker:ia Badan Pcrcncanaan Pembangunan Daerah, 
Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan 
Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan . Lembaran Daerah Kabupaten · 
Semarang Nomor l 7) sebagaimana telah diubah dengan Pe.raturan 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun .2011 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun · 2008 
tentang Organisasi clan Tata Ker:ia Badan Perencaiiaan Pembangunan 
Daerah, lnspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu Kabupatcn Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2011 . Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 3); 

18. Pcraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Taht1n 
2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 8); 

19. Peraturan Daemh K .• ~bupatcn Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
2012 Nomor 2, Tamhahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor I); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang 
Re1ribusi Perijinan Tertentu (Lcmbaran Oaerah Kabupaten Semarang 
Talmn 2012 Nomot' 3, Tambahan . Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 2); 

M E M (J T US KA N : 

PERATURAN BllPATI TENTANG PENJABARAN TARGET KINER.JA 
PENERIMAAN RETRIBUSI DAER.AH KABUPATEN SEMARANG. · 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

J . Daerah adalah Kabupaten Semarang. 
Pcrnerintahan Daerah adnlah penyelcnggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah 

dan De,:van Perwakilan Rakyat Dacrah mcnurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonorni seluas-luasnya dalarn sistem dan prinsip Negara. Kesatuan · Republik 
Indonesia sebagajmana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repub.(jk Indonesia · 

Tahun 1945. 
J. Pemerintah t>aerah ~dalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsm penyelenggara 

pemcrintahan daerah. 
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten 

Semarang. 
5. Retribusi Daerah. yang selanjutnya · disebut Retribi.1si · adalah punguta.n daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin lertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. · 



6. Ptmungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghirnpunan data obyek dan 

subyek rctribusi , penentuan besamya retribusi yang teruta.ng sampai kegiatan penagihan . 
mtribu,'.;i kepada w.~jib retribusi serta pengawasan 'penyetorannya. · 

7. Inse:ntif Pcrnungutan Retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan · sebagai 

penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanaan pemungutan Petribusi. 

8. Kine1ja tertentu adalah pencapaian target penerimaah }3:.etribusi yang ditetapkan dalam • · 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam. · 

• Pcraturan Kepala Dacrah. 
9_ Anggarnn Pendapatan dan Belanja Daerah ·, yang sdanjutnya disingkat APBD adalah ·. · 

rencana keunangan tahunan pemerintah daerah ·yang dibahas dan disetujui bersama oleh · 
Pe:merintah Daerah dan DPRD clan ditetapkan derigan Peraturan Daerah. · 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah 
pada Pe-merintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Harang. 

BABU 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

· 1 Maksud diberikarmya insentif pemungutan retribusi adalah untuk meningkatkan: 

.. . 
1 · .. ' 

a. kinerja instansi pelaksana pemungtit retribusi; · . ; . . · 
b. semangat ke1ja bagi pejabat atau pegawai intansi pelaksana pemungut refribusi; 
c. pendapatan daerah sektor retribusi ; dan · · 
d. pelayarmn kepada masyarakat. 

Pasal 3 

Tujuan diberikannya insentif pemungutan .retribusi adalah untuk memtmbahpenghasilan pejabat / 
pegawai pelaksarta pernungut retribusi sebagai p(:nghargaan atas kinerja tertentu · dalam 
melaksanakan pemungutan retribusL 

BAB Ill 

JENIS RETRIBUSI 

Pasal 4 

Jenis Retribusi yang diatur insentif pemungutan retribusinya dalam Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. Retribusi Jasa l.lmum : 

1. 
2. 
3 .. 

4 . 

5. 

6. 

7. 
8. 
9. 

Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan; 

Retribusi Penggatian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil; 

Retribusi Pelayanan Pemakamau dan Pengabuan Mayat; 

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Urnum; 

Retribu:;i Pelayanan Pasar; 

Retribusi Pengt~jian Kcndaraan Berrnotor; 

Ret.ribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan 

Rdribusi Peni~endali::m Menara Telekomunikasi . 



'. 
b. Jasa Usaha meliputi : 

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

2. Ret.ribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 

'.3. Retribusi Te1mina.l; 

4. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 

5. Ret.J.ibusi Rumah Potong Hewan; 

6. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga; dan 

7. Retribusi Pcnjua.lan Produksi Usaha Daerah. 
c. Rctribusi Perizinan Tertentu: 

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

2 . Retribusi Izin Tempat PcnjuaJan Minuman BeraJkohol; 

3. Retribusi lzin Gangguan; 
4. Retribusi lzin Trayek; dan 
S. Rct ribm:i Izin Usaha Perikanan 

BABIV 

PENERIMA INSENTIF 

Pasal 5 

· 1 

(1) Insentif pemungutan retribusi diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi 

a.pabila mcncapaj kinerjatertentu. 
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( J) secara proposional dibayarkan kepada: 

a .. Bupati d.an Wakil Bupati scbagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah; 

b. Sekrctaris Dacrah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan 

• · c. Pejabat dan / atau pegawai Instansi pelaksana pemungut retribusi. 

-1: 

.. 

(3) Pemberian irnentif pcrnungutan retribusi kcpada Bupati, Wak.i] Bupati dan Sekretaris Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum 

diberlakukan ketentuan mengcnai remuncrasi di daerah yang bersangkutan. 

PasaJ 6 

Penerima dan Besaran insentif pemungutan retribusi untuk masing~masing jenis retribusi 
ditetapkan dcngan Keputusan Bupati. 

BABV 

TARGET KINERJA 

Pasal 7 

( l) Insentif pemungutan retribusi diberikan berdasarkan capaian kinerja tertentu. 

(2) Penjabaran Capaian target penerimaan rctribusi diatur scbagai berikut : 

a. sampai dengan triwulan I 

b. sampai dengan ttiwulau II 

c. sampai dengan triwulan III 

d. sampai dengan triwulan IV 

15% (lima bela,; per seratus); 

4C%(empat puluh per seratus); 

75% (~juh puluh lima per scratus); 

100% (scratus per seratus); 

(3) Target pt':Ilerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masingjenis retribusi 
sdanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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BAB VI 

TATA CARA PEMBA Y ARAN 

Pasal 8 

( 1) . Pemberian insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutn~a. · 

(2) Dalarn hal target kinerja suatu triwulan tidak :tercapai, · insentif untuk . triwulan • tersebut · 
dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kin~rja triwulan yang : 
ditcntukan. · · · 

(3) Dalam hal target kinerja pada akhir Triwulan IV rcalisasi mencapai 1.00% (seratus per • 
scratus) atau lebih insentif diberikan untuk Triwulan yang belum dibayarkan. 

(4) Dalarn hal target kincrja pada ak:hir Triwulan IV rcalisasi kurang: dari JOO% • (seratus . 
perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif Pemungutan . 
Retribusi diberikan untuk Triwulan III dan Triwulan sebelumuya yang belum dibayarkan. 

Pasal 9 

Dalam hal target penerimaan rctribusi pada akhir trumn anggaran telah tercapai atau. terlmnpaui, : 
pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkena~ m,aka pemberian • 
insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya . yang pclaksanaannya, drsesuaikan dcngan : 
Ketentuan Peraturan Pernudang undangan yang berlak-u. · 

BAB VII · 

SUMBER INSENTIF . 

Pasal 10 

Insentif pemungutan retribusi hersumber dari pendapatan retribusi sesuai dengan Ketentuan · 
Peraturau. Pcrundang - undangan yang bcrlalm. · 

BAB Vfil 

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAW ABAN 

Pasalll 

( 1) Kepala SKPD pelaksana pemungut · retribusi menyusun penganggatan insentif pen;mngutan : 
retribusi berdasarkan Kctentuan Peraturan Perundang -undangan yang bedaku. · · 

(2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) dikelompokan• ke dtµam belanj~ tidak .· 
langsung yang .diuraikan berdasarkan jenis bclanja pegawai, :obye~ belanja insentif 
pemungutan retribusi serta rincian subyck belanja rctribusi. 

(3) Pertangg1mgjav.raban pemberian inscntif pemungutan retribusi ~lakukan sesuai dcngan 
K.etentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku. 
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BAB IX . 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 12 

Pemberian insentif pemungutan retribusi unhlk tiap Tahun Anggaran dapat dibayarkan sesuai 
dengan APBD Tahun Anggaran yang berlakti atau berkenaan clan dilakukan sesuai dengan 
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

BABX 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal25 Januari 2012. 

Agar setiap orang mengetahuinya, menierintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. 

Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal 18 - 04 ~ 2012 

~~~TARIS DAERAH 
N, SEMARANG 

·' · 

\--+-r-A~~17pnAY A · · . · . , . . . : 
ft . . •· . · 

A\bAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 44 


